
LegaLitas, KeLestarian dan KeteLusuran 
sumber bahan baKu ProduK Kehutanan

(Dit.BPPHH-Ditjen PHL)

Balikpapan, 25 Oktober 2024

SOSIALISASI 

PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN INFORMASI KETELUSURAN SUMBER BAHAN BAKU PRODUK 
KEHUTANAN DALAM RANGKA PENERAPAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN (SVLK)



APA ITU SVLK ?
Sistem yang memastikan semua hasil hutan

yang dipanen, diangkut, diproduksi, dan

diperdagangkan berasal dari sumber

sah/legal serta Lestari dan sepenuhnya

mematuhi hukum Indonesia.

Note :
- SVLK mencakup semua simpul produksi hasil hutan dari HULU – HILIR – PASAR
- Bukan semata-mata legalitas, juga aspek sustainability/kelestarian serta untuk keberterimaan

produk ekspor



PAYUNG HUKUM SVLK
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Pasal 172

(1) Semua hasil Hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah,
dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan
baku yang legal dan/atau lestari.

(2) Untuk memastikan hasil Hutan berasal dari sumber
yang legal dan/atau lestari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan kegiatan penjaminan
legalitas hasil Hutan.

(3) Penjaminan legalitas hasil Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari;
b. Verifikasi legalitas hasil Hutan; dan
c. Deklarasi hasil Hutan secara mandiri.

(4) Pengendalian penjaminan legalitas produk hasil Hutan
diselenggarakan melalui Sistem informasi pada
Kementerian

PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di
Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Pasal 217 ayat (2)

Untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan melalui
SVLK

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.9895 / MenLHK-PHL / BPPHH / HPL.3 / 12 / 2022 tentang Standar
Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

5 Key Actors of SVLK:
a. Government (MOEF) as regulator
b. National Accreditation Committee (KAN), as an 

internationally acknowledged accreditation body
c. Conformity Assessment Body/CAB (LPVI) accredited by 

KAN referring to ISO 17065:2012   31 CABs
d. Independent Monitor / NGO-CSO, to ensure the SVLK’s 

credibility.
e. Private/enterprise actors (management unit) as auditee



CAKUPAN SVLK

DHH
Keterangan :
SVLK : Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
SLK : Sertifikat Legalitas Kayu
SPHL : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari
DHH : Deklarasi Hasil Hutan Mandiri



Peningkatan daya saing melalui
kepercayaan pasar, kemudahan akses
pasar, potensi pemasaran bahan baku
legal dan lestari.

Berbagai Keuntungan SVLK
1

2

3

Peningkatan produktivitas melalui
peningkatan ekspor dan pemenuhan
kebutuhan domestik produk ramah
lingkungan.

Mendukung perbaikan tata kelola hutan
Lestari.



PROSES BISNIS SVLK

Lembaga Penilai dan Verifikasi
Independen

Mengakreditasi LPVI
sesuai ISO 17065

LPVI memverifikasi auditi
sesuai Standar dan Pedoman

HULU
PBPH, Hak Pengelolaan, Perhutanan

Sosial, PKKNK, dan Hutan Hak

HILIR
PBPHH,

PB usaha Industri, TPT-KB

PASAR
Pemegang SIUP (Pemasaran
Dalam Negeri & Luar Negeri)

Auditi, meliputi :

LPVI ditetapkan Menteri LHK

Pengadaan Barang ber-SVLK

Sistem Informasi Legalitas &
Kelestarian (SILK)

KemenDag

KemenKeu

PEMANTAU INDEPENDEN
(LSM/NGO)

memantau implementasi dan
kredibilitas SVLK

Ekspor

Dalam Negeri

Pasar



Persyaratan Pasar Bebas Deforestasi
UK FRCFOREST Act - USAEUDRUraian

https://www.gov.uk/government/ne
ws/supermarket-essentials-will-no-
longer-be-linked-to-illegal-
deforestation
 Berlaku setelah konsultasi public 
FRC (June 2020).  (pasca EUDR)
Guidence: Summer 2024 
“No cut of year”

https://www.congress.gov/bill/1
17th-congress/senate-
bill/2950/text

“No cut of year”

Efektif 1 Jan 2025

Cut of Dec 2020 (Peta)

Posisi

4 komoditas
- Kayu - Karet
- M. Sawit - Kedelai
- Coklat
- Cattle (beef&leather, kecuali dairy)

6 komoditas
- M. Sawit - Karet
- Kedelai - Kopi
- Coklat - pulp kayu
- Cattle

7 komoditas
- Kayu                   - Karet
- Minyak Sawit - Kedelai
- Coklat - Cattle
- Kopi   ---- dan turunannya

Komoditas

deforestasi illegal:
(goods that contributes to 
deforestation that violates the laws 
and regulations of the countries 
where they come from 
 national laws)

illegal deforestation 
 sec 2. (8) pada S.2950 — 117th 

Congress (2021-2022)

 national laws

1. deforestation-free 
compliance

2. legality of compliance in the 
country of origin

3. Traceability
(beda dengan FAO )

Variabel Informasi
(definisi)



Interconnection SI, Traceability, 
Geolocation



2024
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SIPUHH SILK

PBPH

PERHUTANI

LPVI

TPT-KB

PBPHH A

PBPHH B
Terintegrasi

PBUI

PBUI

EKSPORTIR
NON

PRODUSEN

FLEGT License

PETA RTT
PETA RKT

SIPASHUT

: SKSHHK-KO

: SKSHHK-KB

: PETA RKT / RTT : NOTA PERUSAHAAN
: Upload 

: Pengiriman Kayu Bulat

: Pengiriman Kayu Olahan : Proses Ekspor

INTEGRASI

: SKSHHK-KB (Upload di SILK)



SILK

PHAT/PKKNK/PS

LPVI

TPT-KB

PBPHH A PBUI

EKSPORTIR
NON

PRODUSEN

FLEGT License

: Pengiriman Kayu Bulat : Pengiriman Kayu Olahan

: SKSHH-KB (dilampiri Geolokasi)

: Proses Ekspor

: NOTA PERUSAHAAN

Longitude : 112.143512 

Latitude    :-6.990655 

Point 

Polygon 
P1 P2 

P3 P4 

P5 P6 

PBPHH B
Terintegrasi

PBUI



SILK

HUTAN HAK

LPVI

TPT-KB

PBPHH A PBUI

EKSPORTIR
NON

PRODUSEN

FLEGT License

: Pengiriman Kayu Bulat : Pengiriman Kayu Olahan

: SAKR (dilampiri geolokasi) : Proses Ekspor

Longitude : 113.564213 

Latitude    :  -7.109912 

urat ngkutan
ayu akyat

: NOTA PERUSAHAAN

: DEKLARASI HASIL HUTAN

PBPHH B
Terintegrasi

PBUI



SILK

KAYU IMPOR

LPVI

TPT-KB

PBPHH A PBUI

EKSPORTIR
NON

PRODUSEN

FLEGT License

: NOTA PERUSAHAAN

: Pengiriman Kayu Bulat : Pengiriman Kayu Olahan : Proses Ekspor

: NOTA ANGKUTAN (dilampiri geolokasi)

Longitude : 93.093912 

Latitude    : 38.266015 

Point 

Polygon 
P1 P2 

P3 P4 

P5 P6 

PBPHH B
Terintegrasi

PBUI



Informasi Geolokasi 
di dalam QR Code

Geolocation

• Nama Pemilik/Perusahaan
• Tahun Panen/tebang (RKT)
• G-Json (geolokasi)

Latitude : -5,387100
Longitude : 105,262800

B. POLYGON

A. KOORDINAT



A

B



Eksportir dan pemasok komoditas perkayuan bisa melakukan
pengecekan informasi geolokasi sumber bahan baku di
SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional)

Pengakuan FAO pada laporan Forest Resources Assessment
(FRA) yang menyatakan platform SIMONTANA memiliki Tingkat
akurasi 97%

Peta rujukan hutan Indonesia disarankan mengacu pada
platform SIMONTANA pada website https://nfms.menlhk.go.id/



https://nfms.menlhk.go.id/https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/ghm

https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020 https://nfms.menlhk.go.id/
Global Map of Forest Cover Changes and their Drivers

EUFO-
G l o b a l  M a p  F o r e s t  C o v e r  2 0 2 0

SIMONTANA-
M a p  o f  F o r e s t  A r e a  2 0 2 0

Deforestation Year

M a p  o f  L a n d  C o v e r  A r e a  2 0 2 0VS



TERIMA KASIH

“Penerapan Standar Perdagangan adalah jembatan menuju
kepercayaan global; tanpa kepercayaan, perdagangan

hanyalah transaksi tanpa makna."



EUTR :
Legality and Due Diligence



Regulation (EU) 995/2010 of
The European Parliament And Of The Council Of 20 October 2010

Laying down the obligation of operator who place timber and timber product on the market

Peraturan Kayu Uni Eropa (EU TR)

Kayu

1komoditas

Pasar EULisensiFLEGT

Green 
Lane/Jalur 
Hijau



FLEGT VPA RI-EU



The Council Regulation (EU) 2173/2005 of
20 December 2005

On the establish of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community

Lisensi FLEGT

Kayu

1komoditas

Pasar EU

FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)



Kemitraan RI & 
26 Negara

+

 INGGRIS

Perjanjian Kerjasama 
FLEGT-VPA RI-EU

30 Sept 2013

Ratifikasi Perpres
No 21 tahun 2014 

Indonesia dan Uni Eropa 
menandatangani VPA di Brussels 
dan SILK (Sistem Informasi Legalitas 
Kayu) mulai beroperasi pada Januari 
2013, dan dapat diakses melalui 
tautan berikut: http://silk.dephut.go.id


